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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pen-
dapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal,
Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia periode 2020—
2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
desain penelitian kausalitas. Data yang digunakan berupa data
sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
pemerintah provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah
sampel sebanyak 34 provinsi selama empat tahun pengamatan
sehingga diperoleh 136 observasi. Teknik analisis data
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan
aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan
Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran
Pemerintah Daerah, dan Leverage berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dan
Belanja Modal memberikan pengaruh positif terhadap pening-
katan kemandirian fiskal daerah, sedangkan Dana Perimbangan
menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki keter-
gantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini memiliki
keterbatasan pada penggunaan variabel dan ruang lingkup
penelitian yang hanya mencakup pemerintah provinsi. Penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah
daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan
dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan,
Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah, Leverage

ABSTRACT

This study aimed to analyze the effect of Local Own-Source
Revenue, Intergovernmental Transfers, Capital Expenditure,
Government Size, and Leverage on the financial performance of
provincial governments in Indonesia during the 2020-2023
period. This research used a quantitative approach with a causal
research design. The data used were secondary data obtained
from the Budget Realization Reports of provincial governments
in Indonesia. The sampling technique used purposive sampling
with 34 provinces observed over four years, resulting in 136
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observations. The data analysis technique employed multiple
linear regression analysis using SPSS software. The results indi-
cated that Local Own-Source Revenue, Intergovernmental
Transfers, Capital Expenditure, Government Size, and Leverage
affected local government financial performance. Local Own-
Source Revenue and Capital Expenditure had a positive effect on
improving regional fiscal independence, while Intergovernmen-
tal Transfers indicated that local governments still depended on
central government funding. This study was limited to several
variables and only focused on provincial governments. The
findings were expected to contribute to improving the effecti-
veness of regional financial management and strengthening
regional fiscal independence.

Key word: Local Own-Source Revenue, Intergovernmental
Transfers, Capital Expenditure, Local Government
Financial Performance, Leverage

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam
menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan efektivitas pengelolaan keuangan
publik. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangan secara efektif, efisien, trans-
paran, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam era desentralisasi fiskal, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola
sumber daya keuangan menjadi faktor utama dalam menciptakan kemandirian daerah dan

mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen utama dalam mendukung
kemandirian fiskal daerah. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam meng-
gali potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah,
dan sumber pendapatan lainnya. Menurut Atmoko dan Khairudin (2022), PAD berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena menunjukkan tingkat kemampuan
daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Daerah dengan PAD yang
tinggi cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan
pelaksanaan program pembangunan. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemerintah
daerah yang belum mampu mengoptimalkan PAD sehingga ketergantungan terhadap dana

transfer pusat masih cukup tinggi.
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Selain PAD, Dana Perimbangan juga memiliki peran penting dalam struktur pendapatan
pemerintah daerah. Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna mendukung
pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Sari dan Halmawati (2021),
Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena
membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan pelayanan publik dan
pembangunan daerah. Akan tetapi, penelitian Putri dan Darmayanti (2019) menunjukkan
bahwa ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap Dana Perimbangan dapat menurunkan
tingkat kemandirian fiskal daerah dan memunculkan fenomena flypaper effect, yaitu kondisi
ketika pemerintah daerah lebih bergantung pada dana transfer dibandingkan mengoptimalkan

PAD.

Belanja modal juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah
daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh aset
tetap seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya yang
memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Yuliansyah et al. (2020),
belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena
mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah. Namun demikian, Ratnasari dan Meirini (2022) menemukan bahwa belanja modal yang
tidak dialokasikan secara efektif justru dapat menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan
daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan anggaran belanja modal menjadi

faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah juga menjadi variabel yang diduga memengaruhi kinerja
keuangan daerah. Ukuran pemerintah daerah umumnya diukur berdasarkan total aset atau total
belanja daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar cenderung memiliki sumber daya
yang lebih banyak dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah. Firmansyah
et al. (2024) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap
kualitas laporan keuangan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, Wulandari
et al. (2022) mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah yang terlalu besar dapat meningkatkan
kompleksitas birokrasi dan beban administrasi sehingga berpotensi menurunkan efisiensi

pengelolaan keuangan daerah.
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Selain itu, Leverage juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah
daerah. Leverage menggambarkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aktivitas
pemerintahan daerah. Penggunaan utang yang dikelola secara optimal dapat membantu peme-
rintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Iszar-
dani dan Hardiningsih (2021) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap
transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, Nurhaeda dan Tenriola (2022)
menjelaskan bahwa Leverage yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko fiskal dan

mengurangi fleksibilitas keuangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

Fenomena ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat masih menjadi
permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Penelitian Radjak dan
Latarang (2021) menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan Dana
Perimbangan dibandingkan mengoptimalkan PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa keman-
dirian fiskal daerah masih rendah sehingga berpotensi menghambat efektivitas pembangunan
daerah. Selain itu, rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola PAD dapat menyebabkan

ketidakefisienan pengelolaan anggaran dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah
daerah telah banyak dilakukan sebelumnya, namun masih menunjukkan hasil yang berbeda-
beda. Sari dan Halmawati (2021) menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah, sedangkan Ratnasari dan Meirini (2022) menyatakan bahwa
PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian mengenai
Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage juga menunjuk-
kan hasil yang belum konsisten. Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan

adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan teori stakeholder dan teori stewardship sebagai landasan
teoritis. Teori stakeholder menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus memperhatikan
kepentingan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan keuangan
daerah. Sementara itu, teori stewardship menekankan bahwa aparatur pemerintah bertindak
sebagai pengelola amanah publik yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya

daerah secara efektif demi kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pen-

dapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah,
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dan Leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2020—
2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan
ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam

meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian kausalitas
yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimba-
ngan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini
berfokus pada pengujian hubungan antar variabel melalui pengukuran data numerik dan
analisis statistik. Desain penelitian kausal digunakan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat

antara variabel independen dan variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yang
berjumlah 34 provinsi. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.
Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 136 observasi penelitian yang berasal dari 34
provinsi selama empat tahun pengamatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2020-2023. Data diperoleh
melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), serta portal resmi pemerintah daerah masing-masing provinsi. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mengumpulkan, mencatat,

dan mengolah data laporan keuangan yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear
berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara
simultan maupun parsial. Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan
analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data
penelitian. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan bahwa model
regresi memenuhi asumsi dasar analisis linear. Model persamaan regresi linear berganda dalam

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Y = a + BPAD + B,DP + B3BM + B,UPD + BsLEV + ¢
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Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan

o : Konstanta

Bi-s : Koefisien Regresi

PAD : Pendapatan Asli Daerah
DP : Dana Perimbangan

BM : Belanja Modal

UPD : Ukuran Pemerintah Daerah
LEV : Leverage

& .error

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji statistik t untuk mengetahui pengaruh
masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, uji statistik F
untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, serta uji koefisien
determinasi (R?) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.
Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi Statistical Product and

Service Solutions (SPSS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah provinsi
di Indonesia periode 2020-2023. Populasi penelitian terdiri dari 34 pemerintah provinsi yang
memenuhi kriteria purposive sampling. Berdasarkan periode pengamatan selama empat tahun,
diperoleh total 136 observasi penelitian. Sampel dipilih berdasarkan ketersediaan laporan
realisasi anggaran dan kelengkapan data variabel penelitian yang meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, dan

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai
karakteristik data penelitian. Statistik deskriptif meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata
(mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis menun-
jukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan fiskal antar pemerintah provinsi di Indonesia,

terutama dalam pengelolaan PAD dan belanja modal. Pemerintah daerah dengan PAD tinggi
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cenderung memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik dibandingkan daerah yang

masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan variasi yang cukup besar antar provinsi.
Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kemampuan daerah dalam menggali potensi penda-
patan lokal. Provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi memiliki PAD yang lebih besar diban-
dingkan daerah dengan aktivitas ekonomi rendah. Dana Perimbangan juga menunjukkan nilai
yang relatif tinggi pada beberapa daerah yang masih memiliki ketergantungan fiskal terhadap
pemerintah pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerataan fiskal masih menjadi

tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Belanja Modal pemerintah daerah juga mengalami perbedaan yang signifikan. Pemerin-
tah daerah dengan kapasitas fiskal yang baik cenderung memiliki alokasi belanja modal yang
lebih besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sementara itu,
variabel Leverage menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah memiliki tingkat
kewajiban yang relatif rendah terhadap total aset daerah, sehingga risiko fiskal pemerintah

daerah masih tergolong terkendali.
Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi
klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar statistik. Uji asumsi
klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan

autokorelasi.
Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui
apakah data penelitian berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian dinyatakan berdistribusi normal.

Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.
Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi antar
variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai
Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model penelitian
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sehingga variabel independen dapat digunakan secara bersama-sama dalam model regresi.
Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan
varians residual pada model regresi. Berdasarkan hasil pengujian, nilai signifikansi masing-
masing variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas

dari gejala heteroskedastisitas.
Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan menggunakan Run Test. Hasil pengujian menunjukkan bahwa
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga model regresi tidak mengalami autokorelasi.
Dengan demikian, seluruh asumsi klasik telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan

dalam penelitian.
Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel

independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Model regresi yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
Y =a+ [,PAD + ,DP + B3BM + [,UPD + BsLEV + ¢

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R?) menunjukkan
kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen berada pada kategori
cukup baik. Hal ini berarti bahwa PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran
Pemerintah Daerah, dan Leverage mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah

daerah, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi PAD yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin baik pula kinerja
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keuangan daerah tersebut. PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah
dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuh-

nya pada dana transfer pusat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Halmawati (2021) serta Atmoko
dan Khairudin (2022) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Tingginya PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah
dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan
pengelolaan aset daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas
yang lebih besar dalam menyusun kebijakan pembangunan dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori stakeholder yang menyatakan bahwa
pemerintah daerah harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengelolaan
sumber daya keuangan yang optimal. Tingginya PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah
berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kontribusi

pajak dan retribusi.
Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan
daerah dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan

antar daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari dan Halmawati (2021) yang menyatakan
bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Dana transfer dari pemerintah pusat membantu daerah dalam membiayai kebutuhan pelayanan
publik dan pembangunan infrastruktur, terutama bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal

rendah.

Namun demikian, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap Dana Perimbangan dapat
menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Fenomena ini dikenal sebagai flypaper effect,
yaitu kondisi ketika pemerintah daerah lebih mengandalkan dana transfer dibandingkan
meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber

pendapatan lokal agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

3769

Licensed under e/ IZSIM| ; Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License,
ISSN: 2746-5942 (Online)


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Multiplier - Vol.6 No.2 May 2026

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangu-
nan infrastruktur dan aset tetap mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendu-

kung pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuliansyah et al. (2020) yang menyatakan
bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Peningkatan belanja modal menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyedia-
kan sarana dan prasarana publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas

ekonomi masyarakat.

Belanja modal yang efektif juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan
daerah karena pembangunan infrastruktur yang baik akan mendorong aktivitas ekonomi dan
meningkatkan penerimaan daerah di masa mendatang. Namun, pengalokasian belanja modal

harus dilakukan secara tepat sasaran agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar cenderung
memiliki kapasitas sumber daya dan aset yang lebih besar dalam mendukung pelayanan publik

dan pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Firmansyah et al. (2024) yang menyatakan
bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dengan total aset yang besar
umumnya memiliki kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih baik

dibandingkan daerah dengan ukuran kecil.

Namun demikian, ukuran pemerintah daerah yang terlalu besar juga dapat meningkatkan
kompleksitas birokrasi dan biaya administrasi sehingga berpotensi menurunkan efisiensi
pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya daerah harus dilaku-
kan secara optimal agar ukuran pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja

keuangan.
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Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah. Penggunaan utang yang dikelola secara baik dapat membantu pemerintah

daerah dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iszardani dan Hardiningsih (2021) yang
menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap pengelolaan laporan keuangan
pemerintah daerah. Penggunaan utang dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif dalam
mendukung pembangunan daerah apabila dilakukan secara hati-hati dan sesuai kemampuan

fiskal daerah.

Namun demikian, Leverage yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko fiskal peme-
rintah daerah dan mengurangi fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu,
pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebelum melaku-

kan pembiayaan melalui utang agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage merupakan
faktor penting yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan yang
optimal terhadap faktor-faktor tersebut akan membantu pemerintah daerah meningkatkan
kemandirian fiskal, efektivitas pengelolaan anggaran, serta kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan
Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan
Leverage memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di
Indonesia periode 2020-2023. Pendapatan Asli Daerah terbukti memberikan pengaruh positif
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena tingginya PAD mencerminkan
kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Semakin besar
kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan lokal, maka semakin baik

tingkat kemandirian fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.

Dana Perimbangan juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

dan pelayanan publik di daerah. Dana transfer dari pemerintah pusat membantu daerah dalam
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memenuhi kebutuhan anggaran, khususnya bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah.
Namun demikian, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap Dana Perimbangan dapat meng-
hambat kemandirian fiskal daerah sehingga pemerintah daerah tetap perlu mengoptimalkan

PAD sebagai sumber pendapatan utama daerah.

Belanja Modal menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah karena alokasi belanja modal yang tepat mampu meningkatkan kualitas infrastruktur
dan pelayanan publik. Infrastruktur yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Selain itu,
ukuran pemerintah daerah juga memengaruhi kinerja keuangan karena pemerintah daerah
dengan aset dan sumber daya yang besar cenderung memiliki kapasitas pengelolaan keuangan

yang lebih baik.

Leverage dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan utang dapat membantu
pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan apabila dikelola secara
optimal. Akan tetapi, penggunaan utang yang berlebihan dapat meningkatkan risiko fiskal dan
mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu,
pengelolaan utang daerah harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kemampuan

keuangan daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli
Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Leverage yang
optimal dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga
memperkuat pentingnya kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam

mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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